EEWAN PERWAKILAN RAKYAT
~REPUBLIK INDONESIA
 PERSPEKTIF LEMBAGA LEGISLATIF

TERHADAP KEDUDUKAN KELEMBAGAAN PGLRI
B -~ PASCA PISAH DARI ABRIV/TNI _

Oieh Akbar Tand jung

Keuka Premden B§ Habible meng-
umumkan bahwa Polri keluar dan
lingkup Angkatan Bersenjata RI,
sekarang Tentara Naional Indonesia
(TN, dan langsung berada di bawah
jajaran Departemen Pertahanan dan
Keamanan mulai I April 1999, ber-
bagai komentar diberikan, Masih
hangat perbincangan tentang
masalah itu, Presiden BT Habibie
kembali melontarkan gagasan bahwa
pada saainya nanil Kepala
Kepolisian RI akan bertanggung
jawab kepada Presiden dan ang-
garan Polri dimasukkan ke De-
partemen Dalam Negeri. Di samping
itu, seragam polisi akan berlainan di
setiap daerah. Yang menentukan
seragam polisi nantinya adalah
pemerintahan daerah bersama DPRD
setempat. Menurutnya, tugas Pelri
adalah  menegakkan hukum,
sedangkan TNI hanya akan bertugas
menjaga kedaulatan teritorial Tanah
Air Indonesia.

Tentang pemisahan Polri dan TNI,
sempat berkembang tanggapan yang
menilainya sebagai sesuatu yang
tidak banyak berubah, Artinya, Polr
sekarang sama saja keberadaannya
dengan Polri sebelum dinyatakan
keluar dari lingkungan ABRI. Polri
masih dalam lingkup tentara,
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walaupun disebutkan berada di
bawah Dephankam. Buktinya,
penggunaan UU No.20 Tahun 1082
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertahanan Negara RI masih
dikenakan kepada sehuruh jajaran
Polri, sehingga jika mereka yang
nota bene sekarang sudah sipil
setelah keluar dari TRI, berbuat
pelanggaran dalam tugas-tugasnya,
tetap barus diajukan ke depan sidang
milifer.

Demikian halnya dengan Undang-
undang Nomor 2§ iahun 1997
tentang Kepolisian sampai sekarang
belum diubah akibat ketidakserinsan
Pemerintah menjadikan Polri se-
bagai instansi mandiri, seperti yang
diharapkan masyarakat di era
reformasi. Padahal, kedua vadang-
undang ini sangat mendasar artinya
bagi Polri, jika mereka ingin disebut
sebagai polisi yang mandiri tanpa
intervensi dati pihak tentara.

Pada pasal 9 Undang-undang
tersebut dinyatakan, Kapolri dalam
melaksanakan tugas penyeleng-
garaan kegiatan operasional Polri,
bertanggung jawab kepada Men-
hankam dan pada penyelenggaraan
pembinaan kemampuan kepolisian
bertanggung jawab kepada Panglima

BULSAK, EDISI NO. 9/2000




Thi Sedangkan'pada pasal 11 ayat
3.disebutkan, pengangkatan dan
pemberhentian dalamjabatan selain
Kapolri, diatur oleh Panglima ABRI
atas ysul Kapolri. Berarti, semua
gerak operasional Polri ma51h dalam
lingkup bayang-bayang ABRI  yang
sekarang menjadi TNIL.

Contoh sederhana bagalmana Poln
masih berada di‘dalam bayang-
.ba}anﬂ' TNI teflihat ketika Men-
hankam memberikan tanda peng-
hargaan: kepada 56:perwira tinggi
TNI'dan Polri, dalam 'suatu upacara
militer’ di. Mabes TNI Cilangkap,

tanggal 14 Tani 1999 Semua perwira:

yang memperoleh tanda-peng-
hargaan disatukan dalam suatu
upacara; tidak berbeda ketika Polri
masih berada dalam lingkup ABRL
Padahal, sejak :1 April lalu, Polsi
sudah dmyatakan di luar TN, se-
hingga seharusnya sesuai status-nya
upacara pemberian penghargaan
partemen Hankam Jalan Merdeka
Barat, Jakarta S

Paradlcrma pohsx memang berbeda
dari paradl ema militer. Motto militer
hanya mengenal kill-or be killed
(membunuh atau dibunuh), sedang-
kan motto polisi adalah memberikan
rasa arman masyarakat dari rasa takut
terhadap kejahatan (fear of crime).
Menurunnya citra polisi di tengah
masyarakat, salah satu faktor utama
penyebabnya adalah cara-cara polisi
dalam menangani pencegahan dan
penangg ulangan kejahatan gava
militer. Cara kerja polisi ini kerap
kali dinilai mengabaikan aspek
kemanusiaan yang berdampak
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negatif pada hubungan antara polisi
dan-masyarakat. Padahal, polisi
dalam kinerjanya membutuhkan
partisipasi masyarakat yang optimal:
Citra buruk polisi di mata ma-
syarakat akan membawa masyarakay
tidak mau terbuka dan membantu
polisi. Kasus bentr okan fisik antara
aparat keamanan dengan demonsiran
dari PRD (Partai Rakyat Demo-
kratik) belum lama ‘berselang dj
depan kantor KPU merupakan salah
satu peristiwa yang turit memm-
persulit usaha pe;:ba;kan citra p01181
di‘'mata publik. .-

Citra‘buruk poIm tersebut mew'
nyebabkan masyarakat enggan
berhubungan dengan polisi. Terdapat
beberapa alasan mengapa mas>:
yarakat kurang mau membenkan
laporan kepada pohsz -

Periamd, pohsx selaln diposmzkan
sebagal aparat yang sulit dipercaya.
Seperti yang sering ierjadi di
beberapa negara bagian di AS
menunjukkan bahwa polisi se-
ringkali tidak dipercaya karena
terkadang lebih mementingkan diri
sendiri dan bahkan tidak jarang
terdapat konsesi antara aparat polisi
dengan para pelaku kejahatan. Di
Indonesia, terkadang terdapat oknum
polisiyang mempunyai makna ganda
di mata preman atau pelaku
kejahatan. Pada situasi tertentu polisi
sangat giat menindak para pelaku
kejahatan atau preman sesuai dengan
tugas yang diberikan kepadanya,
namun di sisi lain, terdapat pula
oknum pelisi yang melakukan
hubungan yang erat dengan pelaku
kejahatan, bahkan mereka tidak

29




jarang bekerja sama dengan penjahat
tectenitrdalam rangka mem-
permudan tugasnya dalam menindak
Kejehatan, namun.pada akhirnya ada
Juga yang tegjebak dajam melakukan
praktek kejahatan. - .

F{;edz_;_a, p91131 s_ermg_i\_al_i melakukan
pelecehan terhadap korbar, seperti
misalnya terhad'ap korban kejahatan
perkosaan. Para wanita yang meng-
adn kepada polisi sermgkah kmancz
mendapat peiaydnan ydng bersxfat
empat;

Kengcz para lxorban Lej dhatan tidak
mall melapor kepada polisi-Karena
takut akibat:mendapatkan ancaman
dari pelaku kejahatan atau kelompok-
nya. Apalagi, jika para penjahatnya
dikenal oleh para korban. Korban
takut tindakan balas dendam yang
dilakukan Qeiaku }xe_}ahatan

Strukmr Kepehsmn

Kehadiran polisi dan instifusi
kepolisian di Indonesia memang
memiliki perjalanan sejarah yang
panjang, setidaknya sejak masa
pendudukan VOC. Namun dasar-
dasar-organisasi kepolisian justru
mulai muncul semasa pemerintahan
Gubernur Jenderal Inggris Raffles
sekitar tahun!814. Sebab sekalipun
semasa VOC telah ada kepolisian,
tetapi dasar-dasar dan organisasinya
belum jelas. +

Organisasi kepolisian baru muncul
sgcara nyata ketika dibuat beberapa
badan baru, seperti halnya jabatan
Opsiner Polisi (kemudian menjadi
Inspektur. Polisi) pada 1897, Pada
masa Hindia Belanda kepolisian

dipimpin oleh Hopkomisaris Polisi
dan bertanggung jawab iangsuno
kepada Gubernur Jenderai S

Pada masa  pendudukan J epan sejak
tahun 1942, hanya terdapat satu
fungsi kepolisian (Keisarsu) yang
umibmnya dikeérahkan ‘untuk
membantu berbagai keperluan
peperangan. Hal ind barbeda dengan
zaman pemerintahan Hindia Belanda
yang terdiri dari berbagai fungsi,
misalnya Reserse Umum Reac,rse
Opinm-dan sebagainya. Organisasi-
nyapun ticdak ierpusat tetapi tersusin
secara regional dengan masmg«
masing daerah mem;hiu markagnya.
Sebagai contoh, kepolisian untuk
Jawa dan Madura berpusat di Jakarta
dan Kepolisian untuk Timur Besar
berpusat di Makasar. Pimpinan
sehari-hari dilaksanakan- .oleh
seorang Kepala Bagian Kepohs:ian
(Kezsatsu-Bmyo) i

Pusat Kepolisian itu semula bermiama
Gunsekanbu-Keisatsubu
(Departemen Kepolisian Pusat
Pemerintahan Militer). Departemen
kepolisian ini hanya menguasai
masalah. administratif-organisatoris
kepolisian, sedangkan kekuasaan
kejaksaan sebagai Kepala dari Polisi
Preventif dan Represit dijalankan
oleh Shihobutyo (Kepala: De-
partemen Kehakiman), Berarii,
secara teknis polisi berada di bawah
Shihobuiyo.

Namun mulai Nopember 1944,
Gunsekanbu-Keisatsubu berubah
menjadi Gunsekanbu- clzzngbu
(Departemen Keamanan) di mana_
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Kepolisian dan Kejaksaan disatakay,
Pada masa ini polisi baik secara ad-
© ministratif-organisatoris maupun

taktis berada di bawah Departemen
Keamaﬂan : .

Polisi Kelas T Raden Said Soekanio
Tjokmadmtmmo menjadi’ Kepala

u,” kantor-

'-kepo isian-dimasukkan ke da}am'

lingkungan Depdagri berdasarkan

Makiumat Pemerintah.yang ditan-.
datangani bersama Mendagri,

Menkeh dan Jaksa Agung. Sedcmcr—
kawsemiia kantor Kejaksazn masik
ke dalam lingkiungan Depkeh.

Dalam’ perkéembangannya, pe-

miérintah mengeluarkan Tap No. 11/

SD/1946 vang menetapkan Polri

kehiar dari Depdagri dan raenjadi
jawatan - tersendiri® (Jawatan
Kepolisian 'Negara) yang berada
langsung di bawah Perdana Menteri.

Pada September 1946 dikeluarkan

ketetapan baru tentang kedudukan

1(8}301151&]1 R daiam pertahanan
negara yang ditvangkan dalam
Penetapan Dewan Pertahanan
Negara No.49, Selanjutnya, pada 4
Februari 1948, akibat jatuhiya
Kabinet Amir Syarifuddin dan
terbeniuknya Kabinet Presidentil,
maka pada tanggal itu dl}\eiuarkan
Tap Pemerintah No. 1/1948 yang
menetapkan uniuk sementara ke-
polisian negara dipimpin langsung
oleh Pres;deana}ql Presiden dalam
kedudukan sebagai PM. Keadaan ini
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¢ ..,Q'Z:Septembei 1945 Pres;den'
Soekarno: mengangkatKomisaris:

Kepol an Negaua RT (KKN) yancﬂ
kali. ;

tidak: mempengaruhi-baik strukiuge,

maupun prosedur kegja kepoilsian_
negara &t&upun stdusnya P

Jawatan Kepolisian RIS pada 19_.
Januari 1950 berpusat di Jakarta dan

berkantor di Kementerian Dalam

Negeri, sedangkan administrasi
Kepoizs;an }akarta Raya.dan se-
kitarnya langsung di bawah Jawatan
Kepolisian RIS. Keppres RIS Wo. 22/

1950 menetapkan Jawatdn Kl
- polisian RIS dalam kebijakan pohtik L

polisionil dipimpin PM dengan pez’
rantaraan Jaksa Acung, sedanckan

dalam’ pemelibaraan dan 4chmmstras: i

organisasi memperianggung 3(1-.
Wdh}nn kspada Menéaou 3

Kepolisian N{’:Gara mulal berada ch,
bawah, ABRI pada tahun 1960.
berdasarkan. Tap. MPRS No. 11/
MPRS/1960. Melalui Keppres Ri.
No. 21/1960 sebutan Menteri Muda
Kepolisian ditiadakan dan selanjut-
nya Kepala Kepolisian Negara -di-
angkat menjadi Menteri/Kepala
Kepolisian Negara dan masuk dalam:
bidang, kadmandn nasional.

Pada 19" Juni 1961 - DPR- GR-
mengesahkan berlakunya UU Pokok
Kepolisian No. 13/1961 yang mem-
pertegas kedudukan Kepolisian
negara sebagai salah:satu unsur
ABRI. Dengan dikeluarkannya
peraturan itu, maka segala pers
undangan yang muncu} berxkutny'i
semakin menegaskan bahwa Polri
adalah bagian dari ABRL

Sf:Jak Polri berada di bawah ABRI
citra polisi semakin menjadi buruk.
Sampai-sampai Kapolri Jend. (Pol)
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Awaluddin Djamin diberikan tugas
khusus untuk memperbaiki citra
Polsi. Mantan Dubes RI di Jerman
Barat ity memang mendapat tugas
utama meningkatkan citra Polri di
mata masyarakat yang semakin
menurun. ‘Awaleedin lalu mem-
buatkebijakan yang dikenal dengan
“Program Pembenahan

Sementara - program:
dilaksanakan, yang jelas dari hari ke
hari Polri- semakin kehilangan
wibawa dan ‘bahkan .semakin udak
dihargai. Bahkan -masyarakat kian

melecehkan intitusi tersebutatan tak

jarang bertindak brutal dengan
merusak kantor polisi dan meng-
aniaya petugas, hal vang sebelumnya
belum pernah-terjadi. Hal ini’ me-
rupakan kecenderungan buruk yang
harus segera diatasi, Namun JANZAR
terlalu cepat berharap yang muluk-
muluk soal citra dan wibawa polisi
ini“sekalipun kini telah mulai
dipisahkan dari ABRI, karena upaya

ini harus melalui sebuah proses yano

memeriukan wakia.

Menurut Prof. Satglpto Rahardjo
dalam artikel di Kompas tanggal 1-
7-1999, pemisahan Polri dari militer
hanyz akan menjadi bermakna
apabila diikuti dengan skenario
untuk menjadikan Polri berwatak
sipil. Mensipilkan watak Polri itulah,
menuruinya, yang seharusnya men-
jadi agenda utama reformasi Poln
yang diawali dengan keluar dari
militer, Mensipilkan Polri merupa-
kan pekerjaan yang sangat besar dan
berat, tetapi bagaimanapun harus ada
langkah pertama yang diayunkan.
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tersebut

Kesiapan Polri

Kesiapan Polri untuk mandiri
terpisah dari TNI antara lain pernah
di-sampaikan Asisten Kapolrz
bidang Perencanaan dan Anggaran
(Asrena), Mayor Jenderal Pol. Dirs.
Adang Daradjatun di depan peserta
seminar  THI di Bandung 12:Mei
1999. Diungkapkan bahwa, konsepsi
Polri setelak dilepas dari TINL, perlu
diduloung dengan kemampuan Polri
untuk mencungkap dan menyelesai-
kan kasus tindak pidana/pelang garan’
hukum yang masih rendah benipa
dukungan anggaran untuk “ope-
rasional dan peralatan :-yajn_g
memadai. %

Kesiapan Polri, baik dan sem
kuantitas maupun kualitas terLesan
larrang dan masih perlu ditingleatkan
dalam kaifan tugasnya menangani
berbagai ancaman yang muncul
akibat berbagai faktor penyebab,
baik yang bersifatl internal maupun
eksternal. Di antaranya, masih
terdapat campur tangan pihak lain
terhadap pengelolaan masalah-
masalah penegakan hukum. Adanya
ketidaksetaraan kelembagaan antara
Polri dengan unsur sistem peradilan
keilminal {(Criminal Justice System
CJSY lainnya, vang secara psikologis
memberikan pengaruh bagi upaya
menciptakan sinergi penegakan
hukum, Di samping itu, belum
terdapat pengaturan batasan ke-
wenangan dan tanggung jawab
terhadap penanganan masalah-
masalah keamanan.

Di bidang pembinaan profesional
Polri, baik dari kuantitas maupun
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kualitas, pada dasarnya belum.

memenuhi harapan masyarakat.
Angka police ratio. di Indonesia saat

ini baru mencapai:1:1200, masih:

Jauh dan rasio yang berlaku secara

meﬁcapa}' :500, seperti yang pernah

dicapai- oIeh Polu pada periode_

1950—21:1 TR

Pembatasan usia pensxun bmtara dan-

tamtama Polri yang disesuaikan

dengan ‘ketentuan pemb__m_a_an_.
personil TNI'pada usia 48 tahun,

mengakibatkan: semakin .cepatnya
penyusutan tenaga-tenaga potensial

Polri;: Pembinaan karier-personel.

yangdebih menitik beratkan pada
orientasi jabatan dan kepangkatan,
menyebabkan terabaikannya upaya

peningkatan . dan. pemantapan
profesionalisme Polri. Metode

péndidika’h" yang ‘masih kurang
sesuai dengan ‘prinsip. sebaga:
penegak hukum, pengayom dan
pelindung “serta  pembimbing

masyarakat lebih menopjolkan

pendekatan sosial dan kemanusman_

serta pelayanan masyarakat

Kurangnya:peluang bagi persoml
Polr untuk mengikuti pendldlkan di-

luar negeri dan terbatasnya anggaran
Polri dalam mendukung pembinaan
dan pembangunan kekuatan yang
masih minim, ditambah kondisi ma-
terial dan fasilitas Polri yang kurang
memadai, merupakan salah satu
faktor penyebab rendahnya I\IHC{}&
operas;onal Poln '

Jika status/kedudukan Polri sebagai'

lembaga pemerintahan non depar-
temen, dalam arti mandiri dan
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di banyak negara maju yang_"

ditempatkan sejajar dengan unsur.
sistem peradilan kriminal (CJS)
lainnya, maka orgamsasmyd harus -
lebih d1sempumakan Loy

Untuk tmgkat pusat, peﬂu dlsusun ;
struktur yang lebih sempurma dengan -
pemb;dangan yang lebih jelas.
Sedangkan ditibgkat daerah perlu
dilakulean peningkatan jumlah Polda
sesual dengan jumlah propinsi yang :
ada. Seiring dengan pemekaran itu, -
juga perlu-dilakukan peningkatan:
tipe: Polda. Jika saat ini terdapat
empat Polda tipe A, maka di masa:
mendatang -perin dipertimbangkan

untuk meningkatkan Tipe Polda®-

yang lain sesuai dencan pertumbuhan_
wxiayahnya

Dari catatan yang ada, kekuaian_
personel Polri saat ini kurang lebih
220,000 personil. Jika data ini-
dibandingkan dengan jumlah pen-;
duduk, maka akan terdapat rasio
1:1200. Memasuki abad ke-21,
jumlah penduduk Indonesia d}per-
kirakan kurang lebih 256 juta jiwa,
sehingga jika jumlah polisi di-
bandingkan jumlah penduduk 1:500
sebagai rasio yang ideal, maka
proyeksi‘kekuatan personel Polri’
yang dibutuhkan berkisar-512.000°
orang. .

Selaini 1tu struktur kepanokatan Poln
yang saat ini memiliki strata yang.
tertalu banyak perlu dipikirkan untuk
lebih disederhanakan. Begitu pula
kebijaksanaan dalam penempatan’
personel Polri sebaiknya dapat
diarahkan untuk langsung men-’
dukung pelaksanaan tugas pokok,
fungsi dan peran Polri. Begitu pula -
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kualitas, padadasarnya belum
meémenuhi harapan masyarakat.

Angka police rafiosdi Indonesia saat-

ini baru mencapai-1:1200, masih jauh
dasi rasio yang berlaka secara umum
di  banyak negara ITEI&JLI yang
mencapali :500, sepertiyang pernah

dl_c__ap_ai _olf;h Pel;_l p_ad‘i_ p;snode 1‘9_5 G-_'

am.. ..

Pembatasan usia pensum bmtara dan :

tamtamas Polri yang. ‘disesuaikan
dengan: kegentuan “pembinaan

per”sa’nii'TNI pada-usia 45 tahun,:
mengaklbatkan semakin cepatnya.

penyusnian tenasa-temaga potensial
Polri Pembinaanskarier personel
yang-lebih menitik ‘beratkan: pada
orientasi jabatan dan kepangkatan,
menyebabkan terabaikannya upaya
peningkatan dan pemantapan
profesmnahsme Polri. Metode

pendidikan yangi masih kurang sesuai’

dengan prinsip, sebagaz pénegak
hukum, pengayom dan pelindung

serta pembzmbme masyarakat iebih'

menonjokkan pende}\atan sosial dan

kemanusiaan, serta pelayananf

masyarakat

Kurangnya’ peiuano b‘lgl persoml
Polri upink mengikuti pendidikan di
luarnegeri dan terbatasnya anggaran
Polri dalam mendulkung pembinaan

dan_pembangunan keknatan yang

masih minim, ditambah kondisi ma-
terial dan fasilitas Polri yang kurang
memadai, merupakan salah satu
fakior penyebab rendahnya kmerja
operasmnai Polri.

Jika status/kedudukan Poln sebaGaJ.
lembaga pemerintzhan non depar—
temen,'daiam arti mandirl dan
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diterpatkan scjajar dengan - unsur
sistemn peradilan kriminal ¢CI§)
lainnya, maka organisasinys hams
Iebih disempumakan

Uniuk tmgkfti pusat, paﬂa dzsasun
sirukiur yang lebih sempurna dengan
pembidangan yang lebih jelas,
Sedangkan ditingkat daerah perlu’
dilakukan penmgkatan jumlah Polda
sesuai-dengan jumiah propinsi. yang:
ada. Seu‘mg dengan pemekaraniitu,

juga perfudilakukanpeningkatan tipe
Polda. Jika saat ini terdapat: empat:
Polda tipe ‘A, maka di masa: men-
datang perlu dipertimbangkan untuk
meningkatkan Tipe Polda yangiain’
sesuai...dengan pertumbuhan
w;lay&hnya o i

Dagi_catatan yanv ‘ada, kekuatan_
personel Polri saat ini kurang lebih
220.000 personil. Jika data ini
dibandingkan dengan jumlah pen-
duduk, maka akan terdapat rasio
1:1200. Memasuki abad ke-217j juni-
lah penduduk Indonesia _diper-
Kirakan kurang lebih 256 juta jiwa,
sehingga jika jumlah polisi di-
bandingkan jumiah penduduk 1:560
sebawal rasic yang ideal,.maka
proyeksi kekuatan personei Polri
Vang dzbutuhkan berk:sar 512 GOO
orang. = - o

Selain i, struktur }\epaﬁcrkatan Poln
yang saai ini memiliki straia yang
terlalu banyak perlu dipikirkan uniuk
lebih disederhanakan. Begitu pula
kebijaksanaan dalam penempatan
personel Polri sebaiknya dapat
diarahkan untuk langsung: men-
dukung pelaksanaan tugas:pokok,
fungsi dan peran Polri. Begitu pula
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perlu dilakukan peningkatan kerja-

sama dengan Kepolisian Negara lain, .

teruatama vang berkaitan dengam

kelembagaan strukiural dan mana- -
jerial sehingga diharapkan akan'
diperoleh kemampLan Polu yang__-}

lebih bersifat univesal)”
Harapan

Terdapat beberapa.muatan’yang -
menjadi tugas Polri idalany me<

respons dinamika kemasyarakatan.

Periama, setiapanggota Polri harus *

semaksimal mungkin mampu me-
niadakan kecemasan masyarakat
terhadap aneka bentuk arogansi Polii
sebagaimana banyak terjadi selama
ini: Jika Polri tetap saja bersikap
arogan, antara lain dengan‘lebih
menonjolkan security approach
keumbang pendekatan’ ‘Sosial, maka
kita jangan berharap masyarakat
akan mudah’ diajak bekerjasama
secara konsirnktzf w '

z’{edaa 905151 omneml Polm pasca
pemisahan dari. TNI harus benar-
benar diwujudkan secara serius dan
bertahap:Penegakan posisi ctonomi
Polri;harus d;barengl dengan upaya
pﬁ:mbenahan ‘baik: secarasstruktur
prosedurikerja organisasi maupun
dalam penanwanan tugasnya sehari-
hari:: :

l{erzga penamp;lan Polii tidaL. lagi
harus sarat dengan atribut mﬂxter
sebagaimana masih terlihat hingga

sekarang. Sebab, penampilan Polri
ber'«;en}ata itulah yang kerapkali
menjadi-fakior pendorong jauhnya
jarak hubungan antara Polri dengan
sasaran pengabdiannya, yakm
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masyarakatl. Pemenuhan tiga tugas

i tidak dapat dilaksanakan seketlha

i sekali lagi, perlu wakin.

'Sehubungan dengan munculnya

usulan agar Polri berada di bawah

“Presiden,” sebagaimana pernah
.dilontarkan beberapa kalangan akhir-
akhir ini, maka kiranys wacana
‘tersebut-patut. dipikirkan kembali.
‘Pemikiran. ini didasari adanya

kemungkinan benturan yang terjadij
ierhadap keinginan ‘penegakan
stpremasi sipil. Di satu pihak,

-.memang melalui kendali pengawasan

Presiden secara langsung tersebut
Polyi akan memiliki I\embawaan
yang lebih tinggi, yang akan
meinudahkannya dalam melaksana-
kan mgas, Namun di sisi lain, vsulan
ini justrn bertenianzan dengan
keinginan agar Polii bérada di bawah
Kendali sebuah departemen, yang
memiliki ruang lingkup lebih ierbatas
dibandingkan Pold di bawah Presiden.
Demikian pula, usulan tersebut akan
menimbulkan kontroversi apabila
dibandingkan dengan pernyataan
Menhankam beberapa wakitu lalu,
yvang mengemukakan agar TNI
berada. di  bawah  koordinasi
Dephanham Sehmgga yang tampak;
lebih realistis adalah scbaiknya Polri
di bawah kendali Departemen Dalam
Negeri atan Depar‘emen Kehakiman,
di beberapa negara, sistem seperti ini
bukanlah merupakan suatu hal yang
baru. Karena itu, ada baiknya,
sebelum diadopsi sebuah sistem yang
sesual dengan kebutuhan kita dewasa
ini, -tidak ada salahnya untuk
dikembangkan dulu sebagai sabuah
wacana. -
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SURAT.-KEPUTUSAN

NOPOL. :SKEP/S01/V/2000
o ’I‘ENTANG

PERUBAHAN SEBUTAN TANDA. PANGKAT
BAGI ANGGOTA P@LRI Y 4

. KEPALA KE?OLISEAN REPUBLEK XND{)NESXA

Memmbang,

Bahwa dafam rancrka Pemisahan
Kepohsmﬁ Negara Republik In-
. donesia dari Angkatan Ber-
senjata Repubhk Indonesm dan

.sebagai tanda pernyataan

2

keluarﬂya POLRI dari De-
. partemen. Pertahanan maka
perIu adanya perubahan sebutan
.-untok tanda. panﬂkat ‘bagi
anggota POLRL..

Untul\. maksud tersebut di-
pandang peria mengeluarkan
Surat Keputusan tentang
“Perubahan Sebutan Tanda
Pangkai Bagl, Anggota POLRI.

Mencr}noat

L

InstruL51 Pres1den Nomor-02
Tahun 1999-tentang langkah-

“..langkah Kebijakan Dalam
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Rangka Pemisahan Kepolisian
Negara Republik Indonesia dari

- Angkatan Bersen}ata Repubhk

Indonesia. -

. .Keputusan Menteri ?ertah:man/
- Panglima Bersenjata Nomor :

Kepan/p/III/1999 tanggal 31
Maret 1999 tentang Pelimpahan
Wewenang Penyeienggaraan
Pembinaan Kepolisian Negara

. Repubhk Indonesia, i

. Keputusan Menteri Pertahanan
-+ Keamanan/Panglima Tentara

Masional Indonesia Nomor-:

Kep/09/M/V1/1999 tanggal .14

Juni 1999 teniang ketentuan-
ketentuan Pokok Penbinaan
Personel dan Tenaga Manusia

~ Kepolisian Negara Republﬂx Inw

dones1a

: Keputusan Menteri Pertahandn

Keamanan/Panglima Tentara

“nasional Indonesia Nomor :

Kep/14/NM/VIL/1999 tanwgai 30
Agustus 1999 tentang organisasi
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dan Tata kerja Kepolisian 2
: Negara Repubiik Inddnesia

. Bilamana dikemudian hari
. ternyata terdapat kekeliruan tau

. perubahan dalam Surat Ke-

3. Surat . keputusan Kapolri . putusan ini akan diadakan
-;No Pol Skep/1687/X1/1998 - :pembet'uian s'epérlunya-
tanggal . 23 November 1998 -
tentang Petun_;uk Induk Peng- 3. Surat }\eputusan ini beriaku
.'ounazm Anggota Poiﬁ : B & -'-sejaktanggal ditetapkan,

 KEPALA KEPOLISIAN
Memperhaﬂkan ' REPUBLIK INDONESIA
L ;Has;__.. agmn 'Lantan perubahan. - Drs Rusdihaidio |

i sebutan (penarnaan baru) tanda . : DT T
panfri\at yang dlasosmhsas;kan .Jen(‘_i_r__aléP 0115-1 S

-: :Kepada vth
: D1sir1busx A B, Cdan D Manesf'_

2 Saran dan perumbanoan staf_
dalam®Pokja menuju Polri 'POLRI
- mandiri yang profesional. :
MEMUTUSKAN : Tembusan : ]
: 1. Menhan
Menetapkap : 2. Panglima TNI .

o “ o 3.5ekien Dephan
1. Mengeshakan sebutan (pe- -
namaan :baru) tanda: pangkat .

_bagi angsota POLRI seperti = . .~ -
tercantum dalam lamp1ran Surat  Ditetapkan di
Keputusan ini, - Pada ranggal

. Jakarta
: 29 Juni 2000
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